SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 47
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 47 Tahun 2019 telah ditetapkan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan pergeseran anggaran
dapat dilakukan antar organisasi, antar unit arganisasi,
antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja,
antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek
belanja;

¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pergeseran
anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian
obyek helanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163
dilakukan melalui perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD;
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bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
yang menyatakan bahwa dalam hal Belanja Tidak
Terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian program dan kegiatan lainnya serta
pengeluaran dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
memanfaatkan uang kas yang tersedia;

bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor S-448/MK.7/2019 tanggal 20
November 2019 Hal Penetapan Pemberian Hibah
Daerah untuk  Program  Bantuan  Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun
Anggaran 2019 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara menerima Hibah Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp.750.000.000,00;

bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 224 /PMK.07 [2017 tentang
Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam hal
Hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan
dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau
bupati/wali kota melakukan perubahan atas Peraturan
Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar
obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian
rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama,
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu diubah;



Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat ([6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor
8);

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan
Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018 Nomor 47);
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Menetapkan
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19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor
47);

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA

UTARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal 1

Beberapa kelentuan dalam Peraturan Gubermnur Sumalera
Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

8

Ketentuan Lampiran [  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2020 diubah dengan melakukan
pergeseran anggaran antar kelompok belanja dan antar
jenis belanja, dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Ketentuan Lampiran [I  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2020 diubah dengan melakukan
pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja, antar
obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis
belanja yang sama, antar jenis belanja, antar kelompok
belanja dan antar unit organisasi pada Perangkat
Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

APRIL

. SIREGAR

Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003



